INSPEKTORAT TINGKATKAN PENGAWASAN PAD
CEGAH POTENSI PENYELEWENGAN

PELATIHAN
PENGAWASAN ATAS PENDAPATAN ASLI BAERAR

DI LINGKUNGAN INSPEXTORAT PROVINS! KALIMANTAN TENGAH

Sumber gambar: httpé://kalieng.antaranews.com/

Palangka Raya (ANTARA) - Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)
berupaya meningkatkan pengawasan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebagai
upaya mencegah potensi penyelewengan.

Salah satu yang dilakukan Inspektorat dalam upaya peningkatan ini dengan
melaksanakan pelatihan pengawasan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP), Palangka Raya, Senin.

"Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting sebagai sumber
pembiayaan di dalam APBD. Besaran PAD tiap daerah berbeda, sesuai dengan potensi
daerah masing-masing," kata Inspektur Daerah Kalteng Saring.

Oleh karenanya diperlukan fungsi pengawasan selain untuk mencegah potensi
penyelewengan sumber-sumber pendapatan, sekaligus bertujuan agar pendapatan yang
diterima sesuai dengan perencanaan.

Inspektorat Kalteng bersama Pusdiklatwas Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) berinisiatif melaksanakan diklat pengawasan PAD bertujuan agar
peserta diklat bisa memahami dan menjelaskan tentang proses pengelolaan PAD.

"Selain itu, juga mampu melaksanakan proses dan tahapan audit atau pengawasan
terhadap PAD sesuai standar audit yang berlaku,” tegasnya.

Pelaksana Tugas Kepala BPKP Perwakilan Kalteng Hanggara Atmana
mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri tentang Keuangan Nomor 84 Tahun 2023
Kemampuan Fiskal, dijelaskan Kalteng masuk dalam kategori tinggi dalam pengelolaan
PAD.

"Dengan potensi PAD yang tinggi maka diperlukan fungsi pengawasan dalam
pengelolaan PAD tersebut, dengan audit pengelolaan PAD dapat diketahui kelemahan
dan kekurangannya. Sehingga, diharap hasil audit dapat menjadi masukan dalam hal
strategi optimalisasi peningkatan PAD," ujarnya.

Pelatihan ini dilaksanakan selama lima hari, yaitu pada 22-26 April 2024 dan diikuti
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu
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Auditor (JFT Auditor) dan Jabatan Fungsional Tertentu Pengawas Penyelenggaraan
Urusan pemerintah Daerah (JFT PPUPD), serta dari Badan Pendapatan Daerah
Kalimantan Tengah.
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Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan Daerah yang
diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan (Pasal 1 angka 20). PAD memiliki peran penting dalam
meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai program pembangunan
dan menyediakan layanan bagi masyarakat. Peningkatan PAD juga merupakan indikator
bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut meningkat.
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